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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 
pembangunan fisik desa dan dampak yang ditimbulkan d dalam Pembangunan Fisik Desa 
Di Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil Penelitian dianalisis menggunakan metode 
deskriptif, yang menggambarkan bagaimana penggunaan ADD dalam pembangunan fisik 
desa dan bagaimana dampak dari penggunaan ADD dalam pembangunan fisik desa di desa 
Bunut Baok kecamatan Praya kabupaten Lombok Tengah. Metode keabsahan data yang 
digunakan adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber data. Simpulan dari penelitian 
ini mengenai penggunaan ADD dalam pembangunan fisik desa yakni ADD digunakan 
berdasarkan penetapan skala prioritas desa yang sudah disetujui oleh pemerintah desa 
berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musydes). Hambatan dalam realisasinya meliputi 
SDM, ketersediaan tanah dan pencairan dana. Dampak yang dirasakan masyarakat dari 
adanya pembangunan fisik desa meliputi kemudahan akses jalan, kelancaran ekonomi dan 
pertambahan pendapatan, penataan lingkungan yang lebih baik, akses untuk air bersih, 
serta kelancaran aktivitas pertanian bagi para petani. 

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Pembangunan Fisik. 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the use of Village Fund Allocation (ADD) in village physical 
development and the impact it has on Village Physical Development in Bunut Baok Village, Praya 
District, Central Lombok Regency. This study used a qualitative approach, the data collection method 
used was literature study and field study. The research results were analyzed using a descriptive 
method, which describes how the use of ADD in village physical development and how the impact of 
using ADD is in village physical development in Bunut Baok village, Praya sub-district, Central 
Lombok district. The data validity method used is method triangulation and data source triangulation. 
The conclusions from this study regarding the use of ADD in village physical development, namely 
ADD is used based on setting village priority scales that have been approved by the village government 
based on the results of the Village Deliberation (Musydes). Obstacles in its realization include human 
resources, land availability and disbursement of funds. The impact felt by the community from the 
physical development of the village includes easy access to roads, smooth running of the economy and 
increased income, better environmental management, access to clean water, and smooth farming 
activities for farmers. 
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Pembangunan ekonomi desa sebagai 

basis pembangunan dalam rangka 

menguatkan fondasi ekonomi negara, 

meningkatkan kesejahteraan, mengurangi 

kemiskinan, mengurangi tingkat kesenjangan 

ekonomi dan sebagai poros utama perubahan. 

Pemerintah desa berperan dalam 

memfasilitasi masyarakat dan memberikan 

arahan pada masyarakat mengenai tujuan 

pembangunan yang akan dilaksanakan. 

Masyarakat diberdayakan untuk 

menyempurnakan proses pembangunan 

sehingga terlaksana sesuai tujuan yang akan 

dicapai.  

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 

perolehan bagian keuangan desa dari 

kabupaten yang penyalurannya melalui kas 

desa. ADD dimaksudkan untuk membiayai 

program pemerintah desa dalam 

melaksanakan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan serta 

pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana 

Desa (ADD) adalah perolehan bagian 

keuangan desa dari kabupaten yang 

penyalurannya melalui kas desa. ADD 

dimaksudkan untuk membiayai program 

pemerintah desa dalam melaksanakan 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan serta pemberdayaan 

masyarakat.  

Transparansi pemerintah desa dalam 

Alokasi Dana Desa (ADD) belum diterapkan. 

Pembangunan fisik desa yang sudah ada 

belum dapat dirasakan secara nyata manfaat 

yang ditimbulkan. Pembangunan ekonomi 

menjadi salah satu cerminan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu bagaimana 

pemerintah desa mengalokasikan dana desa 

dalam pembangunan desa perlu 

dipertanyakan bagaimana penetapannya. 

Tidak bisa ditetapkan sembarangan dan tentu 

saja membutuhkan pertimbangan dari semua 

pihak yang bersangkutan. 

Pembangunan fisik dan non fisik 

pemerintah desa Bunut Baok tersebar di 

seluruh dusun yang terbagi menjadi 3 

pembangunan fisik  utama berdasarkan fakta 

lapangan sementara saat ini yaitu rabat jalan, 

sumur bor, dan saluran irigasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) dalam 

Pembangunan Desa. Penulis Tertarik 

mengangkat judul penelitian “Analisis 

Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam 

Pembangunan Desa Di Desa Bunut Baok 

Kecamatan Praya Kabupaten Lombok 

Tengah”. 

METODE 

Pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif. 

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan 

penelitian yang mengungkap situasi sosial 

tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan 

secara benar, dibentuk oleh kata kata 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis 

data yang relevan yang diperoleh dari situasi 

yang alamiah. (Djam Satori, 2012).  

     Menurut Moeleong (2007), informan 

merupakan orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi penelitian. Informan yang diperlukan 

dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu 

informan kuci (minimal 2 orang yaitu kepala 

desa dan sekertaris desa atau sesuai 

kebutuhan peneliti), informan utama 

(informan utama pada penelitian ini adalah 

minimal 26 orang yaitu kepala dusun 

sebanyak 9 orang, kepala urusan 

perencanaan, ketua LPM, BPD dan 

masyarakat yang terdampak sebanyak 13 

orang atau sesuai kebutuhan peneliti), dan 

informan tambahan (masyarakat yang hadir 

dalam musyawarah dusun, masyarakat yang 

berjualan di sekitar realisasi pembangunan 

fisik dan masyarakat yang terdampak dalam 

pembangunan fisik berupa sumur bor). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desa Bunut Baok merupakan salah satu 

Desa di Kecamatan Praya, Kabupaten 

Lombok Tengah. Luas wilayah Desa Bunut 

Baok yaitu 7.48 km2 dengan jumlah penduduk 

mencapai 11.704 jiwa. Mayoritas mata 

pencaharian penduduk di Desa Bunut Baok 

adalah sebagai petani dan peternak. 

Penggunaan Alokasi Dana Desa dalam 

pembangunan desa  

Berdasarkan hasil wawancara terkait 

dengan penggunaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 
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Desa Bunut Baok berdasarkan pada prioritas 

pembangunan desa. Dalam penetapan skala 

prioritas tersebut desa melakukan 

musyawarah desa dengan kepala dusun, BPD, 

tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh 

masyarakat sedangkan dalam perencanaan 

pembangunan yang akan dilaksanakan di 

setiap dusun masing masing dusun 

melakukan musyawarah terlebih dahulu.  

Pembangunan fisik yang berhasil 

direalisasikan pada tahun 2021 meliputi rabat 

jalan, talud, sumur bor dan irigasi. Persebaran 

penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum 

merata di seluruh dusun, untuk tahun 2021 ini 

pembangunan yang ada hanya ada di 16 

dusun dari 19 dusun yang ada di desa Bunut 

Baok yaitu Dusun Bunut Baok Daye, 

Budandak, Gerepek, Montong Semaye, 

Gelogor Mapong, Buse, Sekunyit, Batu Belik, 

Temu Kuning, Paok Tawah, Marung Bat, 

Buse, Abian Tubuh, dan Marung.  Persebaran 

pembangunan yang tidak merata ini 

disebabkan oleh desa Bunut Baok memiliki 

luas wilayah yang besar dan ADD yang 

diterima tidak banyak.  

Pembagian masing masing dusun 

dalam penggunaan Alokasi Dana Desa hanya 

mendapatkan sedikit saja dari total Alokasi 

Dana Desa yang ada. Penggunaan dana desa 

di Desa Bunut dalam pembangunan fisik 

dalam hal ini rabat, talud, irigasi dan sumur 

bor sudah tepat sasaran. Hanya saja dalam 

realitanya untuk sumur bor banyak 

masyarakat yang belum terdampak karena 

terkendala dalam hal penyaluran pipa ke 

masing masing rumah warga.  

Dampak Alokasi Dana Desa dalam 

pembangunan desa  

Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

dapat disimpulakan bahwa masyarakat 

sebagian besar tidak terlibat dalam diskusi 

mengenai pembuatan dan program 

pembangunan fisik yang ada di wilayahnya 

masing masing. Dampak dari pembangunan 

fisik sudah bisa dirasakan masyarakat baik itu 

dari pembangunan irigasi, sumur bor, rabat 

dan talud. Sumber air bersih yang sudah 

terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat sehari hari walaupun letaknya 

tidak dekat dengan pemukiman warga 

mengakibatkan dibutuhkan biaya yang lebih 

dalam mengaksesnya. Akses jalan yang sudah 

memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan 

sehari hari.   

Akan tetapi beberapa dari masyarakat 

juga mengeluhkan pembangunan rabat yang 

baru dilakukan saat ini karena masyarakat 

merasa kesulitan dalam akses jalan yang layak 

untuk dilalui. Kemudian talud yang sudah 

mengatasi permasalahan masyarakat dalam 

hal banjir dan sumbatan sampah serta dalam 

penataan ruang lebih tertata dari sebelumnya 

sedangkan untuk saluran irigasi yang 

memperlancar arus air bagi pengairan sawah 

meskipun di beberapa titik misalnya pada 

dusun Abian Tubuh, saluran irigasi tidak 

begitu berdampak terhadap masyarakat 

karena saluran irigasi yang sudah ada dan 

hanya perbaikan saja sehingga masyarakat 

lebih memilih untuk disalurkan bantuan lain 

misalnya dalam pemenuhan ekonomi 

masyarakat. 

SIMPULAN 

Pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

digunakan berdasarkan penetapan skala 

prioritas desa yang sudah disetujui oleh 

pemerintah desa berdasarkan hasil 

Musyawarah Desa (Musydes). Penetapan 

skala prioritas di masing masing dusun 

ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah 

dusun bersama dengan RT, tokoh pemuda, 

tokoh masyarakat serta tokoh agama. Namun 

sebagian besar masyarakat yang terdampak 

dalam pembangunan tidak terlibat dalam 

diskusi perencanaan penggunaan Alokasi 

Dana Desa.   

Pengunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

dikatakan sudah tepat sasaran karena 

pengalokasiannya dalam pembangunan yang 

meliputi rabat jalan, talud jalan, sumur bor 

dan saluran irigasi sudah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Hambatan dalalm 

realisasi penggunaan alokasi dana desa 

meliputi ketersediaan tanah, SDM dan 

pencairan dana yang lama. Dampak yang 

dirasakan masyarakat dari adanya 

pembangunan fisik desa meliputi kemudahan 

akses jalan, kelancaran ekonomi serta 

pertambahan pendapatan, penataan 

lingkungan yang lebih baik, akses untuk air 

bersih, serta kelancaran aktivitas pertanian 

bagi para petani. 
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1. Saran untuk peneliti selanjutnya 

penentuan jumlah informan dalam 

penelitian kualitatif berdasarkan data yang 

diperoleh sudah jenuh atau tidak, bukan  

bertumpu pada rencana jumlah informan 

yang ditentukan peneliti sebelumnya.   

2. Saran untuk pemerintah desa Bunut Baok 

pembangunan yang akan direalisasikan 

lebih baik mengacu pada kebutuhan 

penduduk dan besarnya dampak yang 

ditimbulkan bagi masyarakat.  Hal ini 

digunakan terutama dalam penetapan 

skala prioritas pembangunan. Kemudian 

dalam musyawarah dusun disarankan 

karang taruna untuk ikut terlibat sehingga 

mewakilipendapat pendapat dari tokoh 

pemuda pada dusun setempat. 

Deklarasi penulis 
Kontribusi dan tanggung jawab penulis 

Para penulis membuat kontribusi besar 

untuk konsepsi dan desain penelitian. Para 

penulis mengambil tanggung jawab untuk 

analisis data, interpretasi dan pembahasan 

hasil. Para penulis membaca dan menyetujui 

naskah akhir. 
Pendanaan 

Penelitian ini tidak menerima 
pendanaan eksternal. 

Ketersediaan data dan bahan 
Semua data tersedia dari penulis. 

Kepentingan yang bersaing 

Para penulis menyatakan tidak ada 
kepentingan bersaing.  
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